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WALI KOTA TASIKMALAYA,

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 272 ayat (1)
dan ayat {2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Perangkat Dacrah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan
Daerah (RPD) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerin tahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Strategis Peranghkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4117};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
Eg%g;imh&han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9
tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang tentang
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman vyang Membahayakan
Perekonomian Nasional danfatau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-
Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah WNasional
{#3::11::3:&:1 Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor
H

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Reputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat
Corona Virus Disease (COVID-19);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noemor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
lentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Ewvaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2449).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
Nomor Bj;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor @ Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor BO);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008
tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor
93);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2012 Nomor 133);
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Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
|{Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomar
170);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7)
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daecrah Kota
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 48);

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALI KOTATENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.

. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
vang berkedudukan secbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
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5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemecrintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

6. Perangkal Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DFRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disinglkat
KPD adalah RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026,

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa
Barat yang selanjutnya disebut RPJM Provinsi adalah
dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat
untuk periode 5 (lima) tahunan.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya
Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut REJP Daerah
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode Tahun 2005 - 2025,

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat
KPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tabun terhitung sejak dilantik sampai
dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah vang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tah

LIT1.

12, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingka.t RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

1.3, Rencana Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah wuntuk periode 1 (satu) tahun.

14, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersa.ma
Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan. Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.

17. Strategi adalah Jangkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.

18. Arab Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka Kkerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.
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19, Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah Daerah yvang dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran RP.JMD,

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

21. Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan vang dilaksanakan oleh Perangkat Daergh
untuk menghasilkan keluaran (output} dalam rangka
mencapai hasil joutcome) suatu program.

23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan,

24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dala.m bentuk keluaran (output], hasil
{outcome], dampak (impact).

25. Keluaran (outpuf] adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

26. Hasil (outcome| adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB Ul
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk
menetapkan pedoman rencana perangkat  daerah
scbagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan Dacrah yang
sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan
pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD Kota
Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026, rencana strategis
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta rencana
strategis  kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan
nasional.
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BAB 111
RUANG LINGEKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kata ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
a. kedudukan;
b. sistemmatika, isi dan uraian; dan

c. pengendalian dan evaluasi.

BAB IV
KEDUDUKAN
Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah merupakan:

a. rencana perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan
fungsi sctiap Perangkat Daerah. yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

b. rencana perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam
penyvusunan Renja Perangkat Dacrah.

BABV
SISTEMATIKA, 1SI DAN URAIAN
Pasal 5

(1) Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah adalah
sebagai berikut:

h.

Bab | Pendahuluan;

. Bab [l Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
. Bab Il Permasalahan dan lsu Strategis Perangkat

Daerah;

Bab IV Tujuan dan Sasaran,;

Bab V Strategi dan Arab Kebijjakan;

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Seria
Pendanaan,

Bab VIl Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
dan

Bab VIII Penutup.

(2) Sistematika, isi dan uraian Renstra Perangkal Daerah
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASE
Pasal 6

(1] Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daersh

(2} Kepala Peranghkat Dacrah menvampaikan laporan hasil
pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud poda
ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Dacrah
vang menvelenggarakan urusan di bidang perencanasn.

[3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Henstra Peranghkat
Daerah sebagmimana dimaksud pada avat (1), berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undamngan,

BAB VI
KEETENTUAN PENUTLP
Pasal 7

Peraturan Wall Kota ini  mulai berlaku  pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan

pengundangan  Peraturan Wali  Kets im0 dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Tasikmalaya.

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 74 Te1 7097
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